
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR          : 400.9.3/Kep.  648   -Dinsos/2025

LAMPIRAN     :  1  (satu) Lampiran

TENTANG           i

PENETAPAN LAYANAN ADUAN BAGI PEMERLU PELAYANAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN CIREB0N

BUPATI CIREB0N,

Menimbang

Mengin8at

:   a.   bahwa  Pemerlu  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial

(PPKS)       berhak      memperoleh      perlindungan,
pendampingan,       serta      kemudahan       dalam
menyampaikan pengaduan terkait layanan sosial;

b.   bahwa   dalam   rangka   menjamin   terlaksananya

pelayanan  aduan  yang  cepat,  tepat,  transparan,
dan akuntabel,  perlu  ditetapkan  Layanan Aduan
Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

c.    bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  a,  dan  huruf  b,  perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Layanan     Aduan     Bagi     Pemerlu     Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon;

:    1.    Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang
Kesejahteraan  Sosial  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2009   Nomor   12,   Tambahan
Lembaran         Negara         Repub lik         I ndone sia
Nomor 4967);

2.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan   Publik   (Lembaran   Negara   Republik



Indonesia  Tahun   2009   Nomor   112,   Talnbahan
Lem baran         N egara         Repub lik         I ndo ne sia
Nomor 5038);

3.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023
tentang      Penetapan      Peraturan      Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022
tentang   Cipta   Kerja   menjadi   Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4.    Undang-Undang Nomor  107 Tahun  2024  tentang

Kabupaten    Cirebon    di    Provinsi    Jawa    Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7044);

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2012
tentang   Penyelenggaraan   Kesejahteraan   Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2018
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6178);

7.   Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  9  Tahun  2018
tentang  Standar  Teknis  Pelayanan  Dasar  pada
Standar   Pelayanan   Minimal   Bidang   Sosial   di
Daerah  Provinsi  dan  di  Daerah  Kabupaten/Kota

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018



Nomor 868);

8.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  5
Tahun     2020     tentang    Penanganan     Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

9.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  2
Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan
Hak  Penyandang  Disabilitas   (Lembaran  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor  137 Tahun 2023
tentang  Kedudukan,  Susunari  Organisasi,  Tugas
dan Fungsi  Serta Tata Kerja Dinas  Sosial  (Berita
Daerah      Kabupaten      Cirebon     Tahun      2023
Nomor  137).

MEMUTUSRAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Layanan       Aduan       Bagi       Pemerlu       Pelayan an
Kesejahteraan  Sosial  (PPKS)   di  Kabupaten  Cirebon

sebagai    sarana    resmi    penyampaian    pengaduan,
aspirasi,    dan    laporan    dari    masyarakat    terkait
kesej ahteraan sosial.

:   Layanan       Aduan       Bagi       Pemerlu       Pelayanan
Kesejahteraan  Sosial  (PPKS)   di  Kabupaten  Cirebon

sebagaimana    dimaksud    dalam    Diktum    KESATU
diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
dengan  melibatkan  Perangkat  Daerah  terkait  sesuai
kewenangan.

:   Layanan       Aduan       Bagi       Pemerlu       Pelayanan
Kesejahteraan  Sosial  (PPKS)   di  Kabupaten  Cirebon
sebagaimana    dimaksud    pada    Diktum    KESATU
dilaksanakan melalui:

a.   Layanan Tatap Muka (1angsung datang ke kantor
Dinas Sosial) ;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

b.   Layanan Telepon/Call center;

c.    Layanan Aplikasi/Website Resmi;

d.   Layanan surat Elektronik (Email) atau media resmi
lainnya yang ditetapkan.

:   Layanari       Aduan       Bagi       Pemerlu       Pelayanan
Kesejahteraan  Sosial   (PPKS)   di  Kabupaten  Cirebon

sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KETIGA  wajib
ditindaklanjuti paling lambat 3 x 24 jam sejak aduan
diterima   sesual   dengan   prosedur   dan   ketentuan

peraturan perundang-undangan.

:   Alur    Layanan    Aduan    Bagi    Pemerlu    Pelayanan
Kesejahteraan Sosial tercantum dalam Lampiran yang
merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dari
Keputusan ini.

:   Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Layanan
Aduan Bagi Pemerlu  Pelayanan Kesejahteraan  Sosial

(PPKS)  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabupaten Cirebon serta sumber lain

yang  sah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

:   Keputusan  Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

b.   Layanan Telepon/Call center;

c.    Layanan Aplikasi/Website Resmi;

d.   Layanan surat Elektronik (Email) atau media resmi
lainnya yang ditetapkan.

:   Layanan       Aduan       Bagi       Pemerlu       Pelayanan
Kesejahteraan  Sosial  (PPKS)   di  Kabupaten  Cirebon
sebagalmana  dimaksud  pada  Diktum  KETIGA  wajib
ditindaklanjuti paling lambat 3 x 24 jam sejak aduan
diterima   sesuai   dengan   prosedur   dan   ketentuan

peraturarl perundang-undangan.

:   Alur    Layanan    Aduan    Bagi    Pemerlu    Pelayanan
Kesejahteraan Sosial tercantum dalam Lampiran yang
merupakan   bagian   yang   tidak   teapisahkan   dari
Keputusan ini.

:   Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Layanan
Aduan Bagi Pemerlu Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial

(PPKS)  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabupaten Cirebon serta sumber lain

yang  sah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

:   Keputusan  Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

padatanggal    17   oktober   2025

BUPATI CIREBON,

- IMRON

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
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LAMPIRAN       :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

400.9/Kep.  648   -Dinsos/2025

17   0ktober   2025

PENETAPAN     LAYANAN     ADUAN     PEMERLU
PELAYANAN         KE S EJAHTERAA N         S 0 S IAL
KABUPATEN CIREBON

ALUR LAYANAN ADUAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
RABUPATEN CIREBON

1.     Penerimaan Aduan

Masyarakat/PPKS  menyampaikan  aduan  melalui  kanal  resmi  (tatap
muka, telepon, online, atau media lain).

Petugas mencatat identitas pengadu, jenis aduan, waktu penerimaan,
dan kanal pengaduan.

2.     Verifikasi dan Klasifikasi Aduan

•       Petugas    melakukan    verifikasi    awal    (validasi    data,    kelengkapan

informasi).

•       Aduan diklasifikasikan sesuai kategori: darurat, mendesak, atau reguler.

3.     Tindak Lanjut

•       Untuk kasus darurat: respon cepat maksimal lx24 jam.

•       Untuk kasus mendesak/reguler: tindak lanjut maksimal 3x24 jam.

•       Petugas  berkoordinasi  dengan  unit  teknis/pihak  terkait  (panti  sosial,

kepolisian, rumah sakit, dinas lain).

4.     Penyelesaian dan Layanan

•       PPKS   mendapatkan  layanan   sesuai  kebutuhan   (rehabilitasi   sosial,

bantuan darurat, rujukan, konseling, atau layanan lainnya).

5.     Pelaporan dan Dokumentasi

•       Setiap aduan didokumentasikari dalam sistem pengaduan Dinas sosial.

•       Laporan rekapitulasi disampaikan secara berkala kepada Bupati.
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6.     Monitoring dan Evaluasi

•       Dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  setiap triwulan untuk menilai efektivitas

layanan aduan.

•       Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan layanan.
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6.     Monitoring dan Evaluasi

•       Dilakukan oleh Dinas  Sosial setiap triwulan untuk menilai efektivitas

layanan aduan.

•       Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan layanan.

Rehabilitasi Sosial

(Pemenuhan  Kebutuhan
Dasar)

Keluarga

Pengembalian   ke

Keluarga

Pendampingan

Lanjut
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PEMERINTAH rIABupATEN CIREBON
DINAS SOSIAL

Jalan Sunan Drajat Nomor 16 Telepon (0231 ) 321728 Fax. (0231 ) 321728
e-mail : dinsos@cirebonkab.go.id

SUMBER -45611

Dasar

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 800.1.11.1/129/BIDREHSOS

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Nomor: 400.9/
Kep. 53 -Dinsos/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Tim Efektif Aksi
Perubahan   Optimalisasi   Layanan   Pemerlu   Pelayanan   Kesejahteraan
Sosial  (PPKS)  melalui  Pembuatan  Model  Layanan  Aduan  pada  Bidang
Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tahun 2025.

Kepada    :    1.    Nama
PangkavGol
NIP
Jabatan

2.    Nama
PangkavGol
NIP
Jabatan

Untuk

Tembusan :

MEMERINTAHKAN

:    DwieKy NURZAMAN, s.Kesos
:    Penata Muda (Ill/a)
:     199112062025041001
:    Penyuluh sosial Ahli pertama

:    BiNTANe uTAMi DEwi, s.pd
:     IX/lx
:    19920802 2025212 050
:    Penata Layanan operasional

Melakukan  penyusunan  rancangan  Keputusan  Bupati  Cirebon  tentang
Penetapan  Layanan  Aduan  Pemeriu  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial
(PPKS) di Kabupaten Cirebon dan rancangan Keputusan Bupati Cirebon
tentang    pembentukan    Tim    Respon    Cepat    Penanganan    Pemerlu
Pelayanan  Kesejahteraan  SQsial  (PPKS)  di  Kabupaten  Cirebon  Tahun
2025  dengan  perancang  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  Bagian
Hukum  dalam  semua  tahapan  hingga  ditetapkan  menjadi   Keputusan
Bupati.

Demikian    Surat    Perintah    Tugas    ini    diberikan    kepada    yang
bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 0ktober 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

Peinbina Utama Muda
197110171991011003



PEMERINTAH RABuPATEN CIREBON
DINAS SOSIAL

Jl. Sunan Drajat No.16 Telepon (0231) 321728 Fax. (0231) 321728
email : dinsce@cirobonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Hal

Yth.  BUPATI  CIREBON
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON
2 0ktober 2025
400.9/20/Dinsos
Penting
2 (dua) Iampiran
Penyampaian   Draft   Keputusan   Bupati   Cirebon   tentang   Penetapan
Layanan  Aduan   Pemerlu   Pelayanan   Kesejahteraan  Sosial   (PPKS)
Kabupaten   Cirebon   dan   Draft   Keputusan   Bupati   Cirebon   tentang
Pembentukan  Tim  Respon  Cepat  Penanganan  Pemerlu  Pelayanan

Sosial PPKS di Kabu aten Cirebon Tahun 2025

Disampaikan    dengan    hormat,    dalam    rangka    memperluas   jangkauan

pelayanan    dan     peningkatan     kualitas    pelayanan     bagi     Pemerlu     Pelayanan
Kesejahteraan   Sosial   (PPKS)  di  wilayah   Kabupaten   Cirebon,   diperlukan   upaya

penangan cepat, tepat dan terpadu dalam melakukan tindak lanjuv respon cepat alas
layanan aduan dari masyarakat.

Berkenaan hal tersebut, kami sampaikan:

1.    Draft  Keputusan  Bupati  Cirebon  tentang  Penetapan  Layanan  Aduan  Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Cirebon; dan

2.    Draft  Keputusan   Bupati   Cirebon  tentang   Pembentukan   Tim   Respon   Cepat

Penangan   Pemeriu   Pelayanan   Kesejahteraan   Sosial   (PPKS)  di   Kabupaten

Cirebon Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL

Drs. HAFIDZ ISWAHYUDl. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.  197110171991011 cO3

Tembusan:


